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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemerintahan Daerah  

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

       Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan 

kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk 

diberikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, maka pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat yang 

dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa 

kewenangan/kekuasaannya kepada pemerintah daerah (sharing of power) dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. 

       Berkaitan dengan hal tersebut, sharing of power terjadi secara vertikal antara 

pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan 

strategi yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi 

pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah, sharing of power juga terjadi 

secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka 

peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga 

kebijakan tersebut menjadi rendah derajad resistensinya (Fitriyah, 2001, h.103). 

Hasil dari adanya sharing of power ini diharapkan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat dapat lebih memuaskan. 

       Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata local 

government. Kaho (dalam Fitriah, 2001, h.112) menggambarkan local government 

sebagai : 

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang 

dibentuk secara politis berdasarkan Undang-undang yang dimiliki lembaga 

atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah 

tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, 

memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di 

dalam wilayah kekusaannya.”  
 
       Berikut, Hossein (dalam Muluk, 2005, h.10) mengungkapkan bahwa local 

government merupakan konsep yang dapat mengundang tiga pengertian sebagai 

berikut : 

a. Pemerintah lokal yang seringkali diperuntukan dengan local authority 

yang mengacu pada organ atau badan pemerintah. 

        


